
2. Undang-undang . 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 1 Ayat (16) 
berbunyi bahwa Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang 
disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa 
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah 
jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan 
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, 
pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan 
biaya pengurusan jenazah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a 
diatas dan sesuai dengan Pasal 20, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, diatur bahwa dalam 
hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan 
Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bu ton Tengah. 

1. Undang-undang RI nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 
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14. Peraturan Bupati . 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perim bangan; 

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 

5. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; 

7. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 172) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007; 
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